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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR : 37 T AHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 10 

PERA TURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 26 TAHUN 2004 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN 

KEBUIIIEN 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

Menimbang a. bahwa . dengan telah diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2003 . tentang Pedornan Organisasi 
Perangkat Daerah dan Keputusan 
Bersama Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Me, ,teri Dalarn 
Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 
dan Nomor 17 T ahun 2003 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Norn or 8 T ahun 2003 
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Mengingat 
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tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 T ahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil maka perlu 
penyesuaian kelembagaan; 

b. bahwa sehubungan dengan hal 
tersebut, maka semua peraturan
peraturan yang mengatur mengenai 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
lembaga T eknis Daerah Kabupaten 
Kebumen perlu ditinjau dan diatur 
kembali; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud 
tersebut diatas, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah untuk 
mengatumya. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi 
Jawa T engah jo. Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai berlakunya Undang
undang Nomor 13 T ahun 1950 ; 

Undang-undang Nomor 22 T ahun 1999 
tentang Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 
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3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 
1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( 
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848 ); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
1991 tentang Latihan Kerja ( Lembaran 
Negara Tahun 1991 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3457); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
dan Kewenangan Propinsi sebagai 
.Oaerah Otonom (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4022); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4262) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
2003 ten tang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan 
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ernberhentian Pegawai Negeri Sipil 
Lernbaran Negara Tahun 2003 Nornor 
5, Tarnbahan Lernbaran Negara 
ornor 4263) ; 

9. eputusan Presiden Nornor 44 Tahun 
tentang Teknik Penyusunan 

eraturan Perundang-undangan dan 
Rancangan Undang-undang, 

.ancangan Peraturan Pernerintah dan 
ancangan Keputusan Presiden ( 
ernbaran Negara Republik Indonesia 
ahun 1999 Nornor 70 ); 

10. eputusan Menteri Dalam Negeri 
ornor : 130-67 Tahun 2002 tentang 

Kewenangan Kabupaten 

11 . eputusan Bersarna Menteri 

I 

endayagunaan Aparatur Negara dan 
enteri Dalarn Negeri Nomor 
1/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nornor 17 

2003 tentang Petunjuk 
e!aksanaan Peraturan Pemerintah 
·ornor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
rganisasi Perangkat Daerah dan 
eraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 
003 tentang Wewenang 
engangkatan, Peniindahan dan 
ernberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

12. eputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
aerah Kabupaten Keburnen Nomor : 
5/KPTS-DPRD/2001 tentang 

Tata Tertib Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kebumen. 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

KEBUMEN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISAS! DAN TATA KERJA DINAS 
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
KABUPATEN KEBUMEN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen ; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Kebumen; 
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Kebumen; 
4. Bupati adalah Bupati Kebumen; 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen ; 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kebumen ; 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen; 

35 



Himpunan Lembaran Dae h Tahun 2004 

8. Dinas Tenaga Ke ·a dan Transmigrasi adalah Dinas 
Tenaga Kerja dan T ansmigrasi Kabupaten Kebumen; 

9 . Kepala Dinas adal h Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabup ten Kebumen; 

10. Unit Pelaksana T knis Dinas adalah Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Tena a Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Kebumen; 

11 . Kelompok Jabatan ungsional adalah Kelompok Pegawai 
Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Unit 
Pelaksana Teknis inas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
yang diberi hak dan ewenang secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang esuai bidang keahliannya masing
masing; 

12. Pegawai adalah P gawai Negeri Sipil di Kabupaten 
Kebumen. 

BAB II 
BENTUKAN 
Pasal2 

Dengan Peraturan Daer h ini dibentuk Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Tenaga K ~a dan Transmigrasi Kabupaten 
Kebumen. 

BAB Ill 

KEDUDUKAN, T GAS POKOK DAN FUNGSI 

,, B 

Pasal3 

(1) Dinas Tenaga Kerja an Transmigrasi merupakan unsur 
pelaksana Pemerinta Daerah di bidang ketenagakerjaan 
dan transmigrasi. 
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(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan 
tugasnya barada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian ~edua 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal4 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang 
ketenagakerjaan dan transmigrasi . 

Pasal5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 
Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
mempunyai fungsi : · 

a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketenagakerjaan 
dan transmigrasi berdasarkan kebijaksanaan yang 
ditentukan oleh Bupati; 

b. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dan 
swasta untuk pelaksanaan kegiatan ; 

c. pelaksanaan perumusan kebijakan tekn is di bidang 
ketenagakerjaan dan transmigrasi ; 

d. pelaksanaan pemberian ij in dan pembinaa:, pelatihan dan 
produktifitas tenaga kerja ; 

e. pelaksanaan pelayanan bagi peiicari kerja dan hubungan 
kerja; 

f . pe!aksanaan pendid ikan dan pelatirian calon tenaga kerja 
dan trar smigrasi: 

g. pelaksanaan kerjasama pelatihan dengan pihak ketiga di 
bidang industri, pertanian , kerajinan dan jasa; 
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h. pelaksanaan pe berian informasi pelatihan dan 
pemasaran kepad masyarakat di bidang industri, 
pertanian, kerajina dan jasa; 

1. pelaksanaan penga asan di bidang ketenagakerjaan dan 
transmigrasi. 

BABIV 

RGANISASI 

Susunan Organisasi 
Pasal6 

(1) Susunan Organisasi inas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 
b. Bagian Tata Usa a; 
c. Bidang Ketenaga erjaan; 
d. Bidang Transmigr si; 
e. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja; 
f. Kelompok Jabata Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Or anisasi Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi sebag imana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Daerah in dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan. 

B gian Kedua 

K -pala Dinas 
Pasal7 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi sebag imana dimaksud Pasal 4 dan 5 
Peraturan Daerah ini. 
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Bagian Ketiga 

Bagian Tata Usaha 

Pasal8 

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi 
d1 bidang perencanaan, umum, kepegawaian , keuangan 
kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi. 

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal9 

Untuk me!aksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 
Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan 
pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; 

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ; 
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ; 
d. pe:aksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, 

perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

Pasal 10 

(1) Bagian Tata Usaha membawahi : 

a. Sub Bagian Umum; 
b. Sub Bagian Perencanaan. 
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(2) Masing-masing Sub agian sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang dala melaksanakan tugasnya berada di 
bawah dan bertang ung jawab kepada Kepala Bagian 
Tata Usaha. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan 
urusan surat me yurat, kearsipan, perpustakaan. 
perlengkapan dan ru ah tangga, pembinaan organisasi 
dan tata laksana, administrasi kepegawaian serta 
melaksanakan ad mini trasi keuangan . 

(2) Sub Bagian P rencanaan mempunyai tugas 
melaksanakan urus n penyusunan rencana program 
kegiatan evaluasi d n pelaporan di lingkungan Dinas 
Tenaga Kerja dan Tra smigrasi. 

Bag an Keempat 

Bidang Ketenagakerjaan 

(1 ) Bidang Ketenagakerja n mempunyai tug as melaksanakan 
sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
dibidang ketenagakerja n. 

(2) Bidang Ketenagakerja n dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang dalam elaksanakan tugasnya berada di 
bawah dan bertanggun jawab kepada Kepala Dinas. 
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Pasal 13 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 
Peraturan Daerah ini, Bidang Ketenagakerjaan mempunyai 
fungsi: 

a. pelaksanaan penempatan tenaga kerja ; 

b. pelaksanaan pengkoordinasian dengan pihak swasta, 
penanganan penempatan dan perluasan kesempatan 
kerja; 

c. pelaksanaan kegiatan usaha mandiri, Teknologi Tepat 
Guna dan pekerja dengan instansi terkait dan swasta; 

d. pelaksanaan pemberian ijin tenaga kerja asing dan seleksi 
Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri ; 

e. pelaksanaan pemantauan kegiatan bursa kerja , Tenaga 
Kerja Mandiri Profesional dan Teknologi Tepat Guna; 

f. pelaksanaan pembinaan dan 
tenaga kerja; 

pelatihan produktivitas 

g. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan pelatihan yang 
dilaksanakan oleh Lembaga Latihan Swasta; 

h. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga 
kerja . 

Pasal14 

(1) Bidang Ketenagakerjaan membawahi : 

a. Seksi Penempatan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga 
Kerja; 

b. Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga 
Kerja. 
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(2) Masing-masing Sek i sebagaimana dimaksud ayat (1) 

Pasal ini, dipimpin ol h seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tug berada di bawah dan 

bertanggung jaw kepada Kepala Bidang 

Ketenagakerjaan . 

Pasal15 

(1) Seksi Penempatan an Pelatihan Produktivitas Tenaga 

Kerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

pembinaan. bimbing n, pengurusan penempatan tenaga 

kerja dan perluasan esempatan kerja, pelatihan tenaga 

kerja dan produktivita tenaga kerja. 

(2) Seksi Hubungan lndu trial dan Perlindungan Tenaga Kerja 

mempunyai tugas m laksanakan pemberian bimbingan 

pada perusahaan d n karyawan dalam pembentukan 
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koperasi, Kesehatan 

Keselamatan Kerja , suransi Tenaga Kerja, Peraturan 

Pemerintah dan Se ikat Pekerja Seluruh Indonesia, 

pembinaan dan pem ntauan Kebutuhan Hidup Minimal, 

Upah Minimum Kabu aten, melaksanakan pengawasan 

dan perlindungan enaga kerja dan perusahaan, 

pemantauan dan pembinaan Perlindungan Hubungan 

Industrial, Hubungan I ,dustrial Pancasila. 
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Bagian Kelima 

Bidang Transmigrasi 

Pasal16 

(1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

dibidang transmigrasi. 

(2) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepaia Bidang 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal17 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 

Peraturan Daerah ini, Bidang Transmigrasi rnempunya i fur,gs i : 

a. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dan 

ketra nsm igrasian; 

b. peiaksanaan pembinaan dan pelatihan calon transmig.as: ; 

c. pelaksanaan kerjasama bidang ketransmigrasian ( MOU ) 

dengan daerah lain; 

d. pelaksanaan pembinaan , pengiriman dan penempatan 

transmigrasi; 

e. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait 

dalam penanganan ketransmigrasian; 
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f. pelaksanaan pen ndalian dalam penyelenggaraan 

ketransmigrasian. 

Pasal18 

(1) Bidang Transmigrasi membawahi : 

a. Seksi Penyuluha • Pendaft:aran dan Seleksi; 

b. Seksi Pemindaha . 

(2) Masing-masing Sek i sebagaimana dirnaksud ayat (1) 

Pasal ini, dipimpin o h seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tug nya berada di bawah dan 

bertanggung jawab k pada Kepala Bidang Transmigrasi. 

PasaJ 19 

(1) Seksi Penyuluhan, 

tugas melaksanakan 

masyarakat teniang 

endaftaran dan Seleksi mempunyai 

mbinaan dan penyuluhan kepada 

ketransmigrasian, melaksanakan 

penyuluhan, penda ran dan seieksi calon transmigrasi , 

pernbinaan dan peng daan identifikasi calon transmigrasi. 

(2) Seksi Pemindahan tugas melaksanakan 
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pembinaan, pelayana I da:-, penempa:an kepada calon 

transmigrasi serta melaki1kar, pembinaan kepada 

masyarakat dalam ran ka mendapat Kode Kartu Seleksi. 
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Bagian Keenam 

Bidang Pelatihan Tenaga Kerja 

Pasa120 

(1) Bidang Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Din as Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dibidang peiatihan tenaga kerja . 

(2) Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas. 

Pasa121 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 

Peraturan Daerah ini. Bidang Pelatihan Tenaga Kerje 

mempunyal fungsi : 

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis 

penyelenggaraan pelatihan dan pemasaran di bidang 

industri, pertanian, kerajinan dan jasa; 

b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program pelatihan 

dan pemasaran tenaga kerja di bidang industri, pertanian . 

kerajinan dan jasa; 

c. pelaksanaan kerja sama pelatihan dengan pihak ketiga di 

bidang industri, pertanian, kerajinan dan jasa; 

d. pelaksanaan pengelolaan informasi pelatihan dan 

pemasaran kepada masyarakat di bidang industri. 

pertanian, kerajinan dan jasa; 
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e. pelaksanaan peman uan dan evaluasi terhadap kegiatan 

pemasaran dan siste informasi pelatihan; 

f. pelaksanaan pem inaan dan bimbingan terhadap 

penyelenggaraan pelltihan kerja; 

g. pelaksanaan pembin an, pengkoordinasian dan kerjasama 

dengan instansi terkaiL 

Pasal22 

(1) Bidang Pelatihan Te aga Kerja membawahi: 

a. Seksi informasi P latihan dan Pemasaran; 

b. Seksi Penyelengg raan Pelatihan dan Tenaga Kerja. 

(2) Masing-masing Sek i sebagaimana dimaksud ayat (1) 

Pasai ini , dipimpin ol h seorang Kepala Seksi yang dalam 

rnelaksanakan tug snya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan 

Tenaga Kerja. 

Pasal23 

(1) Seksi lnformasi Pel tihan dan Pemasaran mempunyai 

tugas melaksanaka pemberian pelayanan informasi 

pelatihan dan pema aran kepada pengguna dan calon 

tenaga kerja . 

(2) Seksi Penyelengga aan Pelatihan Tenaga Kerja 

mempunyai tugas elaksanakan penyusunan rencana 
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persiapan pelatihan dan melaksanakan penyelenggaraan 

pelatihan ketrampilan di bidang industri , pertan ian , 

kerajinan dan jasa. 

Bagian Keenam 

Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pasal24 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan 

sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi . 

(2) Unit Pelaksana · Teknis Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana 

T eknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kesembilan 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal25 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok 

dan sub kelompok esuai kebutuhan. 

(3) 

(4) 

sesuai dengan 

berlaku . 

ditentukan berdasarkan sifat, 

p jabatan fungsional dilaksanakan 

raturan perundang-undangan yang 

BABV 

Pasal 26 

Dalam melaksanakan tu asnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, 

Kepala Bidang , Kepala.. ksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit 

Pe!aksana Teknis Dinas Kelompok Jabatan Fungsional wajib 

menerapkan prinsip koo inasi, integrasi dan sinkronisasi baik 

dalam lingkungan masin -masing maupun dengan instansi lain 

dalam lingkungan Pem rintah Daerah sesuai dengan tugas 

pokok masing-masing. 

Pasal 27 

(1) Setiap pimpinan sa un organisasi di lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja dan Tr nsmigrasi wajib rnengawasi bawahan 

masing-masing dan bila terjadi penyirnpangan agar 
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mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Setiap pirnpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggungjawab untuk 

rnembina , rnernimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 

masing-rnasing serta memberikan pedoman, bimbingan 

dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab 

dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepacia 

atasan masing-masing secara berkala tepat pada 

waktunya. 

(4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan 

satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada 

dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan 

petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing 

pimpinan wajib mengadakan rapat berkala. 

BAB VI 

PENGANGKA TAN DALAM JABATAN 

Pasal 28 

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, 

Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhenti!<an oleh pejabat 
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yang berwenang berda arkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Pasal 29 

Pejabat - pejabat lainn a di iingkungan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi diangk t dan diberhentikan oleh pejabat yang 

berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

BAB VII 

KETE TUAN PENUTUP 

Pasal30 

Hal-hal yang belum d atur dalam Peraturan Daerah ini 

sepanjang mengenai pel ksanaannya akan diatur lebih lanjut 

oleh Bupati. 

Pasal31 

Jenjang jabatan dan kep ngkatan serta susunan kepegawaian 

diatur sesuai dengan p raturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pasal32 

(1) Dengan berlakunya P raturan Daerah ini , maka Peraturan 

Oaerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 

tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Lembaga 
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Teknis Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen . 

Diundangkan di Kebumen 
padatanggal8Juni2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d 

H. SUROSO, SH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 138 040 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 1 Juni 2004 

BUPATI KEBUMEN, 

t.t.d 

RUSTRININGSIH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 
NOMOR 37. 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS 
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
KABUPATEN KEBUMEN 

__ ... _ 

I 
KEL. JABATAN ~UNGSIONAL 

I 
I BIOANG I 

KETENAGAKERJAAN 

I 
SEKSI 

PENEMPATAN DAN 
~ PELATIHAN 

PROOUKTMTAS T.K 

SEKSI 
__ . HUBUN_GAN 

_ - · li-iOUS1RIAL DAN 
PERLINDUNGAN T.K 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal B Juni 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.td 

.!i...fill'-' ?.SQ....S.t! 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010138 040 

Himpunan Lembaran Daerali Tahun 2004 

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KEBUMEN NOMOR 26 TAHUN 2004 
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI KABUPATEN KEBUMEN 

I KE PALA DINA$ I 

BAGIAN TATA USAHA I 

I 

I SUB BAGIAN I 
UMUM 

I BIDANG I 
TRANSMIGRASI 

SEKSI 
PENYULUHAN, 

.-- PENDAFTARAN DAN 
SELEKSI 

SEKSI 
PEMINDAHAN 

I 
I 

I SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 

I 
BIDANG 

PELATIHAN 
TENAGA KERJA 

I 
SEKSI 

INFORMASI PELATIHAN 
- DANPEMASARAN 

-
SEKSI 

PENYELENGGARAAN 
PELATIHAN TENAGA 

KERJA 

BUPATI KEBUMEN, 

ltd 

RUSTRININGSIH 

Le.1BARAN DAERAH KABUPATEN l(EBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 37. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 26 TAHUN 2004 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN 

KEBUMEN 

I. UMUM 

.. 

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara . dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dari NomOi 

17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 T ahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 2003 tentang V'✓ewenang Pengangkatan, 

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipii , 

maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 

Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 

2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Pelatihan Tenaga Ke~a Kabupaten Kebumen 

perlu ditinjau dan diatur kembali . 
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Bahwa 

maksud tersebut 

ntuk melaksanakan sebagaimana 

tas , maka perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah un uk mengatumya. 

II. PASAL DEMI PASA 

54 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal2 
Cukup jelas 

Pasal3 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jela 

Ayat ( 2) 

Cukup jela 

Pasal4 

Cukup jelas 

Pasal5 
Cukup jelas 
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Pasal6 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal8 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal9 

Cukup jelas 

Pasal 10 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 
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Pasal 11 

Ayat ( 1 ) 

Cukupjela 

Ayat ( 2) 

Cukupjela 

Pasal 12 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 
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Pasal 15 

Ayat ( ~ ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal 19 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 
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Ayat ( 2) 

Cukup jel s 

Pasal20 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jela 

Ayat ( 2) 

Cukup jela 

Pasal21 

Cukup jelas 

Pasal22 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jeta~ 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal23 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 
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Pasal24 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal25 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Ayat ( 3) 

Cukup jelas 

Ayat ( 4) 

Cukup jelas 

Pasal26 

Cukup jelas 

Pasal27 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 
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Ayat ( 2) 

Ayat ( 3) 

Ayat ( 4) 

Pasal28 

Cukup jelas 

Pasal29 

Cukup jelas 

Pasal30 

Cukup jelas 

Pasal31 

Cukup jelas 

Pasal32 

Ayat ( 1 ) 

Ayat ( 2) 
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